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PUTUSAN

Nomor 1128/Pdt.G/2021/PA.Pra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Praya  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Asiah  binti  Ngoan,  Umur  36  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Ibu  Rumah

Tangga,  pendidikan  SD,  tempat  kediaman  di  Dusun

Jago Lauk, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten

Lombok Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Herman  bin  M.  Zaini, Umur  38  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Buruh

Bangunan,  pendidikan  SD,  tempat  kediaman  di

Lingkungan  Polak  Penyayang,  Kelurahan  Gerunung,

Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  02 September

2021 yang terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari  itu

juga dengan register perkara Nomor 1128/Pdt.G/2021/PA.Pra, mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  telah  melangsungkan  pernikahan  dengan  Tergugat

pada tanggal 05 Mei 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Praya

dengan  Kutipan  Akta  Nikah/Duplikat  Nomor;   871/132/IV/2014  yang

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya tanggal 26 Agustus 2021; 

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan
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dan  keduanya  bertempat  tinggal  bersama  semula  di  Lingkungan  Polak

Penyayang, Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok

Tengah, selama 6 tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan

atau anak yang Bernama : Asyifa Wardah. Perempuan, umur 6 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah

dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit

didamaikan sejak tahun 2018; 

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

semakin tajam dan memuncak terjadi Mei 2021; 

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut

adalah karena:

6.  l.  Bahwa  Tergugat  sering  berkata  kasar  kepada  Penggugat  dan

keluarganya, seperti anjing,babi, setan dan lainnya; 

6.2. Bahwa selama Penggugat di  Saudi Arabia selalu memberikan nafkah

untuk keluarga, tetapi Tergugat tidak pernah membenarkannya, padahal

Rumah dan 1 buah Motor ada karena Penggugat ke Saudi Arabia; 

6.3.  Bahwa  Tergugat  sering  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga

kepada Penggugat menggunakan tangan Tergugat,

7. Bahwa  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,  akhirnya

sejak Mei 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 bulan Penggugat

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena karena

Penggugat sepulang dari Saudi Arabia langsung pulang kerumah orang tua,

yang  mana  dalam  pisah  rumah  tersebut  saat  ini  Penggugat  bertempat

tinggal  di  Dusun  Jago  Lauk,  Desa  Jago,  Kecamatan  Praya,  Kabupaten

Lombok  Tengah  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di  Lingkungan  Polak

Penyayang,  Kelurahan Gerunung,  Kecamatan Praya Tengah,  Kabupaten

Lombok Tengah; 

8. Bahwa  sejak  berpisahnya  Penggugat  dan  Tergugat  selama  3  tahun

karena Penggugat pergi ke Saudi Arabia, maka hak dan kewajiban suami

isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat

tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat,
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9. Bahwa  Penggugat  telah  berupaya  mengatasi  masalah  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  melalui  jalan  musyawarah  atau  berbicara

dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil; 

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut  di  atas,  maka Penggugat

merasa  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  dapat

dipertahankan  lagi  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus

menerus  yang  berkepanjangan  dan  sulit  diatasi  dan  tidak  ada  harapan

untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai

dengan Tergugat; 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (HERMAN bin M.

ZAINI) terhadap Penggugat (Asiah binti Ngoan); 

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peratutan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 

Bahwa pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  dan

Tergugat  hadir  ke  persidangan,  kemudian  Majelis  Hakim  memerintahkan

kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk menempuh proses mediasi

sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan

mediator Dra. Noor Aini sebagaimana laporan mediator tanggal 27 September

2021, tidak berhasil mencapai merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berupaya  menasihati  Penggugat  agar

kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi

tidak berhasil,  selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat

gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat  tanpa ada tambahan dan

perubahan didalamnya;
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Bahwa,  oleh  karena Tergugat  tidak  pernah hadir  pada agenda jawab

menjawab, maka agenda persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Asli  Surat  Keterangan  Domisili  atas  nama  Penggugat  Nomor  :

472/71/Jg/VIII/2021,  tertangggal  26  Agustus  2021 yang  dikeluarkan oleh

Kepala Desa Jago, Kecamatan Praya, Lombok Tengah. Bukti surat tersebut

telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi

kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Praya, tertanggal

26 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

dicocokkan dengan aslinya  yang ternyata  sesuai  dan telah  dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, Kudsi bin Amaq Badri, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan  Petani,  bertempat  tinggal  di  Dusun  Jago  Daye,  Desa  Jago,

Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;  

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; 

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Lingkungan Polak

Penyayang,  Kelurahan  Gerunung,  Kecamatan  Praya,  Kabupaten

Lombok  Tengah  dan  selama menikah  telah  dikaruniai  1  (satu)  orang

putri; 

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua)

tahun yang lalu mulai tidak tenteram disebabkan Tergugat tidak pernah

memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus pergi

bekerja ke Arab Saudi menjadi TKI; 
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- Bahwa  selama  Penggugat  bekerja  di  Saudi,  Penggugat  mengirimkan

uang kepada Tergugat, namun uang yang dikirimkan Penggugat tersebut

tidak ada tersisa; 

- Bahwa kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat pulang dari

Arab Saudi,  namun Penggugat  sudah tidak  bersedia  tinggal  bersama

Tergugat atau memilih berpisah tempat tinggal; 

- Bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal,  Tergugat  tidak  pernah

memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat

rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;  

Saksi  2,  Kamar bin  Yahya,  umur  56  tahun,  agama Islam,  pendidikan SD,

pekerjaan  Petani,  bertempat  tinggal  di  Dusun  Jago  Daye,  Desa  Jago,

Kecamatan  Praya.,  Kabupaten  Lombok  Tengah,  di  bawah  sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;  

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; 

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Lingkungan Polak

Penyayang,  Kelurahan  Gerunung,  Kecamatan  Praya,  Kabupaten

Lombok  Tengah  dan  selama menikah  telah  dikaruniai  1  (satu)  orang

anak; 

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua)

tahun  yang  lalu  mulai  tidak  tenteram  disebabkan  telah  terjadi

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,

namun saksi mendapat cerita dari keluarga Penggugat kalau Tergugat

sering berlaku terhadap Penggugat; 

- Bahwa kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat

berpisah temapt tinggal; 

- Bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal,  Tergugat  tidak  pernah

memberikan nafkah kepada Penggugat;
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- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat

rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;  

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan membenarkan serta menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  memberikan  kesimpulan  secara  lisan

yang  pada  pokoknya  tetap  dengan  gugatannya  dan  mohon  putusan.

Sedangkan Tergugat tidak memberikan kesimpulan karena hanya hadir pada

saat agenda sidang Upaya damai;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan  di atas; 

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim

telah  mewajibkan  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  menempuh  perdamaian

melalui  proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Proses  Mediasi  dan

Penggugat dan Tegugat telah menempuh mediasi dengan mediator hakim Dra.

Noor Aini, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 September 2021, ternyata

mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  dengan  sungguh-

sungguh  menasihati  Penggugat  di  persidangan  agar  rukun  kembali  dengan

Tergugat sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975  jo.  Pasal  82  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut

tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang,  bahwa  dalam  sidang  pemeriksaan  pokok  perkara  yang

diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang

tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal

80  Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
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dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan pada

pokoknya tetap pada dalil gugatnya;

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut  di  atas,

ternyata Tergugat tidak pernah hadir pada saat agenda jawab-menjawab, dan

tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil

atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan

oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat  telah dipanggil secara resmi

dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat selalu hadir di  persidangan sedangkan

Tergugat  hanya  hadir  pada  sidang  pertama,  namun  pada  persidangan

selanjutnya  tidak  hadir  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun padanya telah dipanggil secara resmi dan

patut,  maka  perkara  ini  selanjutnya  diperiksa  dan  diputus  di  luar  hadirnya

Tergugat sebagaimana Pasal 121 Rv;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal

yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  sejak  tahun  2018  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan

dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  yang  sulit  didamaikan,  disebabkan

antara  lain  karena  Tergugat  sering  berkata  kasar  kepada  Penggugat  dan

keluarganya, seperti anjing,babi, setan dan lainnya, selama Penggugat di Saudi

Arabia selalu memberikan nafkah untuk keluarga, tetapi Tergugat tidak pernah

membenarkannya, padahal Rumah dan 1 buah Motor ada karena Penggugat

ke  Saudi  Arabia  dan  Tergugat  sering  melakukan  kekerasan  dalam  rumah

tangga kepada Penggugat menggunakan tangan Tergugat, sehingga sejak Mei

2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 bulan Penggugat dan Tergugat

telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang,  bahwa meskipun  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  tidak

dibantah  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  pada  saat  proses  jawab

menjawab, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus

(lex  specialis  derogat  lex  generalis),  dimana perkara  a quo  adalah gugatan

perceraian  yang  disebabkan  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  secara

terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya
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sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf

(f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  maka  untuk  memenuhi

kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo.

Pasal 134  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua)

orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat

dan atau Tergugat dan Majelis Hakim masih membebani pembuktian kepada

Penggugat;

Menimbang, bahwa  dalam  surat  gugatannya,  ternyata  Penggugat

mengajukan  cerai  gugat  terhadap  Tergugat  ke  Pengadilan  Agama  Praya

dengan  pokok  alasannya  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi

percekcokkan  terus  menerus  yang  sulit  untuk  dirukunkan  lagi,  dan  telah

ternyata  berdasarkan  bukti  (P.1),  telah  ternyata  Penggugat  berdomisili  di

wilayah hukum Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat

dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh

karena  itu  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat

mempunyai  hubungan  hukum  dalam  perkara  ini  sehingga  Penggugat

mempunyai kapasitas atau legal standing sebagai  pihak dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  P.1  dan  P.2  serta  berdasarkan

ketentuan Pasal  49 huruf  (a)  Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta

Penjasannya  yang  telah  diubah  kembali  dengan  Undang-undang  Nomor  50

Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali

dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa  Pengadilan  Praya  baik  secara  absolut  maupun  relatif

berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai

tersebut;

Menimbang,  bahwa untuk memenuhi  beban pembuktian sebagaimana

tersebut  dalam pertimbangan  di  atas,  selain  mengajukan  alat  bukti  tertulis,

Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut

setelah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara
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terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan

dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka oleh karenanya, kedua orang

saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  sebagai  saksi

sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis

Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut

lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan  keterangan Penggugat serta alat-alat

bukti  tertulis  maupun  saksi-saksi yang  diajukan  Penggugat  di  depan

persidangan,  maka  Majelis  Hakim  telah  menemukan  fakta-fakta  sebagai

berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri  yang terikat dalam

perkawinan yang sah menurut hukum;

2. Bahwa  selama  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  1

(satu) orang  anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi

sejak 4 (empat) bulan yang lalu karena antara Penggugat dan Tergugat telah

berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa, dalam persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  Majelis  Hakim

berpendapat,  perkawinan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  pecah

sedemikian rupa (Broken Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup

rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta

dan kasih  sayang  serta  kedamaian  sebagai  unsur  yang fundamental  dalam

sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud

tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat  dan Tergugat  sebagaimana

dikehendaki  dalam  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  yaitu

membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan

rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan

firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an  Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:
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َ ۡومَِن مّن   ۡأنَٓ ٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓتهِِٰءاَي لكَمُ لتّسَ ٗجٰوَۡأزَ ۡأنَفُسِكمُ ۡخَلقََ إلِيَ ٓكنُوُۡا ْ بيَ  ۡا وجََعلََ مّودَةّ ۡهاَ نكَمُ

ذَ   ۡمَةًۡورََح فيِ لَ ٰإنِّ َٓلكَِ يتَفَكَرُّونَ   ۡمۡلقَّو ۡتٰي

Artinya  :  “Dan di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri  dari  jenismu sendiri,  supaya kamu cenderung

dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu

rasa kasih dan sayang……”;

Menimbang,  bahwa  jika  perkawinan  tersebut  tetap  dipertahankan,

menurut  Majelis  Hakim hal  tersebut  hanya akan menambah mudharat  yang

lebih besar dibanding dengan  maslahat yang akan didapat,  karena antara satu

dengan yang lain sudah  tidak ada keharmonisan  lagi, sehingga Majelis Hakim

berpendapat  menolak  mafsadat  harus  didahulukan  daripada  mendatangkan

maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi: 

المصالح جلب من اولى المفاسد درء

Artinya:  “Menolak  kerusakan  lebih  didahulukan  dari  pada  mendatangkan

kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa

perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pecah  dan  tidak  mungkin

dipertahankan  lagi  dan  apabila  dipaksakan  untuk  dirukunkan  justru  akan

menimbulkan  beratnya  penderitaan  pihak  Penggugat,  oleh  karena  itu

penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai  dengan pendapat

ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248  yang diambil alih

sebagai pendapat majelis hakim  sebagai berikut: 

إضرارا             بها الزوج إضرار ادعت إذا التفريق القاضي من تطلب أن للزوجة أن

أمثالهما       بين العشرة دوام معه يستطاع الصلح    ...ل عن القاضي وعجز

بائنة    طلقة طلقها .بينهما

Artinya:  "Bahwa sesungguhnya seorang isteri  dapat meminta kepada Hakim

untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila

telah  ternyata  didalam  perkawinan  terdapat  kemudlaratan  dimana

suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan

kelangsungan  rumah  tangga  itu....  dan  Hakim  sudah  tidak  dapat

mendamaikan  suami  isteri  tersebut,  maka  Hakim  menceraikannya

dengan talak  bain shugra"; 
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Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:

379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa: “suami- isteri yang

tidak berdiam serumah lagi,  dan tidak  ada harapan untuk  hidup rukun lagi,

maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  dan  pertimbangan-

pertimbangan  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  gugatan

Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-

undang Nomor  7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-

undang  Nomor  1  Tahun  1974  Jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

Nomor  9  Tahun  1975  Jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  di

Indonesia  (KHI),  oleh  karena itu  gugatan Penggugat  untuk  bercerai  dengan

Tergugat dinyatakan patut untuk  dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak

yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat  2 huruf

(c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan

dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

 Menimbang,  bahwa perkara  ini  termasuk  dalam lingkup  perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada  Penggugat;

Mengingat  dan  memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan  yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan  perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan  Talak  satu  ba'in  shugra  Tergugat  (Herman  bin  M.  Zaini)

terhadap Penggugat (Asiah binti Ngoan);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.360.000,00- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
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Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Praya pada hari  Senin tanggal  04 Oktober  2021 Masehi  bertepatan

dengan tanggal  27 Safar  1443 Hijriah oleh  Basarudin,  S.H.I.,  M.Pd sebagai

Ketua  Majelis,  Solatiah,  S.H.I  dan  Fathur  Rahman,  S.H.I.,  M.S.I., masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang  terbuka  untuk  umum oleh  Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim

Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Syihabuddin Rahmany, S.H. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 

Solatiah, S.H.I

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.I., M.Pd

Panitera Pengganti,

M. Syihabuddin Rahmany, S.H.
Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp  30.000,00

-  Proses : Rp  50.000,00

-  Panggilan : Rp 225.000,00

-  PNBP : Rp  20.000,00

-  Sumpah : Rp  15.000,00

-  Redaksi : Rp  10.000,00

-  Meterai : Rp  10.000.00,

J u m l a h        : Rp360.000,00

                         (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) 
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